
WALI KOTA TEEING TINGGI 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI 
NOMOR 16 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TEBING TINGGI, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07 /2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Kebersihan Nomor 
900/210/DPKPK/2020 tanggal 16 Januari 2020 perihal Penyampaian Usulan Pergeseran DAK 2020; 

c. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi atas usulan Kepala Dinas 
Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Kebersihan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Bagian 
Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Camat Tebing Tinggi Kota, Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, perlu 
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 14  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3133 ) ;  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2 0 1 0  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165) ;  
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1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 ten tang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

18 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07 /2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020; 

19 .  Peraturan Daerah Kota Te bing Tinggi Nomor 1 7 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing 
Tinggi; 

2 1 .  Peraturan Daerah Kota Te bing Tinggi Nomor 9 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 

22.  Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 
13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; 
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23. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing 
Tinggi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Te bing Tinggi Tahun 2019 Nomor 40) yang 
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi: 
a. Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 1 ) ;  
b. Nomor 12 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 12 ) ;  
c. Nomor 15  Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 Nomor 15) ;  
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut: 

1 .  Pendapatan: 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 119.402.798.000,00 
Rp. 543.484.615.438,00 
Rp. 50.000.000.000 ,00 

Rp. 712 .887 .413.438 ,00 
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2.  Belanja: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1 )  Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Rp. 321.228 . 1 13 .092 ,00 
Rp. 1.879.174.692,00 
Rp. 0,00 
Rp. 5 .367.100.000,00 
Rp. 2 . 117 .500.000,00 
Rp. 0,00 
Rp. 914.939.000,00 
Rp. 600.000.000,00 

Rp. 12.473.353.000,00 
Rp. 268.396.422.904,00 
Rp. 144.638.787.747,00 

Rp. 332.106.826.784,00 

Rp. 425.508.563.651,00 

Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit) 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 0,00 
Rp. 18.290.900.000,00 

Rp. 
(Rp. 

(Rp. 

(Rp. 

757.615.390.435,00 
44.727.976.997,00) 

18.290. 900.000,00) 

63.018.876.997,00) 

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

3 .  Ketentuan Lampiran Ia diubah, sehingga Lampiran Ia berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 



6 

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

5. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi. 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 9 Maret 2020 

W ALI KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN 
Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal 9 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI, 

ttd. 

MUHAMMAD DIMIYATHI 

*,..,, 

, '. ' , I  KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NO MOR 9 

, lengan aslinya 
ukum, 

� 

N' 
Siti Mas, uragih 


